
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR I~ TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara 
Tahun Anggaran 2016 telah di tetapkan berdasarkan 
Peraturan Bupati Bari to Utara Nomor 3 Tabun 2016 tentang 
Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara 
Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Peraturan 
Bupati Bari to Utara Tabun Anggaran 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun 
Anggaran 2016, maim f>eratu ran Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a peril1 dilakukan perubahan; 

c. bahwa perubahan sebagaimana d.imaksud pada huruf b, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bari to Utara; 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan fLembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang ) Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah on 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1820), sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir 
clengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang 
Pemben tukan Daeran Tingkat 11 Tanab Laut, Daerah Tingkat 
II Tapin clan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Unclang-Undang Nomor 27 Tah u n 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Daru rat Nomor 3 Tahu□ 1953 tentang 
Pembemukan Daerah Tingkat II ill Kalimantan (Lemba.ran 
Negara Republik !ndonesia Tah u n 1965 Nornor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 



2. Undang-Und:ang Nomor 28 T'ahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, 1'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 42861; 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400j; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe.rimbangan 
Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Paj ak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan u:mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Rcpublik fndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa 
kali diubah, lcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 'l'ahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun '.20 14 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Piojaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Nomor 4574); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan. (Len1baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 Tambahan Lemba.ran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu.n 2005 tcntang Sistcm 
ln formasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraluran Pemerintah Notnor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan 
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabu.n 2005 
Nomor 150, 'Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4539); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
46 14); 

19. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah cl iubah beberapa kaJi terakh ir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
kedua at.as Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Repuiblik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan MerJteri Dalarn Ncgeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daer.ah Tahun Anggaran 2014; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 
2010 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Utara. Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor I ); 
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23. Peraturan Daerab Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2015 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG 
PENETAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal I 
Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 
20 16 ten tang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 
Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 3 ), 
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercanttlm dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 
Peraturan Bupati in i berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

BAGIAN HUKUM 
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I 

· ~.i tsTEN AMAN 
PEMERINT 

XABAG HUKUM 

KASUBBAG 
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(. ... ........ ) 
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·1 e_,ye;!J ••.• _ . . > Diundangkan di Muar 
pada tanggal 1 l Apri I S'SNAIPSllilTIK 

l. . . .. . . ... . . ) 

SEKRETARJS DAERAH 
RITO UTARA 

JAINAL ABIDIN 

, / 
• 

A ' 
I ., ,, 

.i\V 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggaJ 11 April 2016 

.... ,·.{.' 

BUPAT! BARITO UTARA, 

;!::~~~-

SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .. li,> 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA JAN HUKUM, 

FA FAUZI 
NIP. 1971092 199803 1 004 
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